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<b>ABSTRAK</b><br>

Aktivitas pencucian uang merupakan modus tindak pidana yang semakin kompleks dengan menggunakan
teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Tindak pidana pencucian uang merupakan mata rantai
dari suatu kejahatan dan memiliki dampak yang luar biasa. Salah satu kendala yang dihadapi adalah
mengenai hukum acara, khususnya dalam hal pembuktian. Pembalikan beban pembuktian diatur di dalam
UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, tetapi tidak jelas maksud
pembuktian tersebut apakah dalam konteks untuk menghukum orang yang bersangkutan atau untuk menyita
harta kekayaan yang bersangkutan. Tulisan dengan judul Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian dalam
Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, menggunakan metode penelitian yuridis normatif
dan empiris yang bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa dasar pemikiran
penerapan pembalikan beban pembuktian pada proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang di
Indonesia adalah untuk memecahkan kesulitan Halam membuktikan masalah yang hanya diketahui oleh si
pelaku, karena modus pencucian semakin kompleks dan canggih. Penerapan asasini juga berdasarkan
asumsi jika predicate erime belum diadili, sementara penegak hukum akan memproses perkara pencucian
uang, maka konsekuensinya digunakanakan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Secara politis
Indonesia mengadopsi pembalikan beban pembuktian dalam UU TPPU karena adanya desakan dari FATF
(Financial Action Task Force). Kesimpulan berikutnya adalah bahwa dalam praktek peradilan perkaratindak
pidana pencucian uang di Indonesia, Pembalikan beban pembuktian belum pernah digunakan. Oleh karena
itu, dalam kenyataannya peran jaksa dalam pembuktian perkaratindak pidana pencucian uang secara umum
sama sgja dengan pembuktian dalam perkara pidana lain. Perbedaannya tampak dalam penyusunan surat
dakwaan dan pengajuan aat-alat bukti untuk mendukung pembuktian di persidangan. Di masa depan,
pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan perkara tindak pidana pencucian uang
harus berangkat dari pendekatan mengejar uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan
(follow the money), dengan maksud memupus motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Oleh
karenaitu, kebijakan legislasi mengenal pengaturan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian
uang hendaknya merupakan perpaduan antara criminal procedure (prosedur pidana) dan civil procedure
(prosedur perdata). Di samping itu juga, dituntut peran hakim dalam menerapkan asas ini agar tujuan
penegakan hukum anti pencucian uang dapat tercapai.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Money laundering activity is crime modus that its increasingly complex by using technology and finance
engineering that is complicated enough. Money laundering crimeis link from a crime and has remarkable
impact. One of constraint faced is criminal procedure, especialy in the proof. Reversal burden of proof as
arranged in Law No. 15/2002 as has been changed with Law No. 25/2003, but it doesn’t defined intended
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the proof in context to punish the persons or confiscate their properties. Article with title Application of
Reversal Burden of Proof injuridical process of money laundering cases, applies research method of yuridis
normatif and empiric having the character of qualitative. Applying rationale of reversal burden of proof at
jurisdiction process of money laundering crime casein Indonesiais an effort to broke the difficulty to
proving problem which only know by the criminal, because wash modus increasingly complex and
sophisticated. Applying of this principle also based on assumption if predicate crime had not been judged,
where as law enforcer will process money laundering case, so the consequence by using the reversal burden
of proof mechanism. Politically Indonesia adopts reversal burden of proof in money laundering acts, caused
by pressure from FATF (Financial Action Task Force). However, jurisdiction in action of money laundering
crime case in Indonesia, reversal burden of proof have never been done. Therefore, the role of prosecutor in
prove of money laundering crime case in general equal to prove in other criminal. The differenceisseenin
compilation of accusation and proffering of evidences to support verification in court. In the future,
arrangement of reversal burden of proof in process of jurisdiction of money laundering crime case leaves
from approach to pursue money or properties by obtained from result of crime (follow the money), extinctly
motivated someone to do acrime. Therefore, policy of legislation about arrangement of reversal burden of
proof in money laundering crime shall be solidarity between criminal procedure and civil procedure. Beside
that, it is claimed the role of judge in applying this principle for the purpose of law enforcement on money
laundering can be reached.



